
Komisi 1DPRD Karawang Dan DPMD 
Pastikan Tak Ada Pilkades di Tahun 2019 

K a r a w a n g , I P - POLEMIK mcngcnai 
pelaksanaan Pcmilihan Kepala Desa 
(Pilkades) bagi para Kepala Dcsa (Ka-
ties) yang telah habis masa jaba tannya di 
tahun ini, akhirnya mencmui kesimpu-
lan. 

Hasil rapat yang digelar Komisi 1 
Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah (DP-
RD) bcrsama Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa ( D P M D ) Kabupa-
ten Karawang, memast ikan bahwa tidak 
ada Pilkades di Tahun 2019. 

Kepala D P M D Kabupaten Kara-
wang. Ade Sudiana mengatakan, bahwa 

pelaksanaan Pilkades mengacu pada 
Permendagri No.65 Tahun 2017 dimana 
Pcmilihan Kades dilaksanakan paling 
banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 
tahun. 

Sedangkan pelaksanaan Pilkades di 
Kabupaten Karawang sudah dilakukan 
3 kali, ge lombang pertama dimulai pada 
tahun 2015, ge lombang kedua tahun 
2017 dan ge lombang ketiga tahun 2018. 

Jadi dengan adanya regulasi terse-
but, sudah tidak bisa lagi dilaksanakan 
di tahun ini. 

Pilkades berikutnya, akan dimulai 

kembali pada tahun 2020 di triwulan 
per tama," ujarnya. 

Sementara, Wakil Ketua Komisi 1 
D P R D Kabupaten Karawang, Indriyani, 
ST. mcnjclaskan, pihaknya meminta ke-
pada Kepala Daerah untuk bisa membe-
rikan keputusan dengan membua t sural 
edaran atau sosialisasi terkait 45 Kepala 
Desa yang sudah habis masa jabatannya 
di tahun 2019. 

Dan untuk tahapan Pilkades bisa dila-
kukan di akhir tahun ini, karcna tahapan 
itu di lakukan 6 bulan sebclum Pilkades 
di laksanakan. 

Dari sekarang harus sudah mengin-
formasikan kepada masa jabat Kades 
yang sudah habis. Jadi j angan sampai 
menunggu riuh dari bawah baru kemudi-
an mengcluarkan keputusan. 

Indriani m e n a m b a h k a n , p ihaknya 
masih mempertanyakan terkait Raperda 
Desa yang sudah di Par ipumakan pada 
akhir tahun 2018 lalu, yang hingga saat ini 
belum juga diundangkan. 

Tetapi informasi terakhir. Bagian Hu-
kum Pemkab sedang dalam proses pe-
ngajuan ke Provinsi. 

"Ini kenapa lama padahal sudah jelas, 
Perda tersebut menjadi prioritas karcna 
akan dijadikan dasar hukum untuk Pilka-
des kcdepannya,"pungkasnya. * * T I M 


